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Ancaman huiaunan mati masih
merupakan salah satu ketentuan
pidana terberat dalam UU Narkotika
dan psikotropika; disamping masih
berlaku dalam KUHP dan di be-
berapa Perundang-undangan

Dalam KUHP terdapat sem-

dengan p1da_namau yaatu.

1. :Makar denganmaksud membunuh
Presiden dan Wakil Presiden
(pasal 104 KUHP);

2. Melakukan hubungan dengan

' negara asing sechingga terjadi
perang (pasal 111 ayat 2 KUHP),

3. Pengkhianatan memberitahukan
~kepada musuh di waktu perang
- (pasal 124 ayat 3 KUHP);

4. Menghasut dan memudahkan
“terjadinya huru-hara (pasal 124 bis
CKUHPY,

5. Pembunuhan berencana terhadap
IKepala Negara sahabat (Pasal 140
ayat 3 KUHP);

6. Pembunuhan berencana (pasal
340 KUHP);

7. Pencurian dengan kekerasan

Dr ’i‘ Gayus Lumbuun SH MH
a Advokat d: Jakarta

secara bersekutu mengakibatkan
luka berat atau mati (pasal 365
ayat 4 KUHP) _

8. Pemba_; akan di laut mengakxbatkan
_kematian (pasal 444 KUHP);

9. Ke}ahatan penerbangan dan
sarana penerbangan (pasal 149 K
ayat 2 & pasal 149 O ayat 2
KUHP).

Di luar kejahatan yang tersebut
dalam KUHP, masih terdapat. an-
caman pidana mati, antara lain dalam:

1. Tindak Pidana Ekonomi(UU No
7/Det/1955);

2. Tindak Pidana Narkotik & Psiko-
tropika ( UU No. 22 Tahun 1997
& UU No. 5 Tahun 1997).

3. Tindak Pidana Korupsi (UU No.
31 Tahun 1999 sebagaimana telah
diubah dan ditanmbah dengan UU
No. 20 Tahun 2001);

4. Tindak Pidana Terhadap Hak
Asast Manusia (U No.26 Tahun
2000);

5. Tindak Pidana Terorisme ( Perpu
Nomor 1 Tahun 2002).

Sementara ancaman hukuman
mati khususnya dalam UU Narkotika




' No. 22 Tahun 1997 dapat dijumpai
pada pasai~pasal tersebut d1 bawah ini:

1 _Pasai 30 ayatlhumf a fot

" Tanpa hak dan melawan hukum
'”":"memproduka mengolah, meng-
ekstrasi, mengkonversi, merakit
atau :menyed:akan nalkotlka

Pasa138.l ayat3 huruf a

__:Tanpa hak dan meiawan hukum_

- membawa rnengmm mengangkut

atau mentrasito narkonka golongan

-~ '___1 yang dliakukan secara teiorga-
nisasi, '
3. Pasal 82 ayat 1 huruf a.
Tanpa hak dan m_elawan hukum
“'mengimpor, mengekspor, mena-
varkanuntukdijual, menyalurkan,
‘mernjual, membeli, menyerahkan,
_-menerima, menjadi perantara
dalam jual beli atau menukar
-narkotika golongan1 .. -

Selain ancaman hukuman mati
pada pasal-pasal tersebut di atas masih
terdapat ancaman hukuman mati
dengan pemberatan tambahan denda
vang lebih tinggi apabila tindak pidana
tersebut didahului dengan permu-
fakatan jahat dan atau dilakukan
secara terorganisasi. '

Ancaman hukuman mati dalam
UU Psikotropika No. 5 tahun 1997
ditujukan pada tindak pidana penyalah-
gunaan psikotropika golongan I,
memproduksi atau digunakan dalam

 proses produksi, mengedarkan secdra
ilegal, mengimpor, memiliki, me-
- nyimpan dan atau membawa psiko- -

tropika golongan I tanpa hak yang
dilakukan secara terorganisasi {Pasal
59ayat1&2).

Kejahatan di bidang narkotika

dan psikotropika atau yang umum-

disebut sebagai kejahatan 1 narkoba

tidak: dapat disan gkal aklbatnya-_-
menimbulkan bahaya yang serius bag:_ :

kehidupan bangsa selain me_rug;_i;_an_
perorangan dan masyarakat. juga
dapat merusak dan menghancurkan
suatu generasi yang pada akh}rnya
akan melemahkan ketahanan na-

sional. Kejahatan narkoba bahkan '

dapat dirasakan ak:batnya bagl
kemanusiaan sehingga tidak meng-
herankan apabila timbul paradigma di
masyarakat bahwa pelaku kejahatan
narkoba perlu ditindak secara keras
dengan pemidanaan yang berat dan
dalam haltertentu dijatubi pidana mati.
Memang ketentuan pidana dalam UU
Narkotika dan UU Psikotropika telah
mencantunikan ancaman pidana
penjara yang cukup berat bahkan
sampai pada ancaman pidana mati
ditambah lagi dengan denda dalam
jumlah yang cukup besar mulai dari
ratusan juia rupiah sampai milyaran
rupiah.

Terlepas dari paradigma pelaku
kejahatan narkoba perlu dijatuhi
hukuman berat karena akibat yang




ditimbulkan, namun untuk member-
lakukan hukuman mati ditinjau daii

segi Filosofi Pandangan bangsa dan

Legalistik Konstitusional, pemidanaan
mati sudah tidak seialas lagi untuk
diberiakukan ds Indonesaa sekalipun:
daiam tmdak pxdana narkoba

'hmauanﬂiesafs B

Sungguh pun ketentuan p1dana=
mati di Indonesia masih merupakan
salah satu dari jenis-jenis pemidanaan’
yang berlaku dalam KUHP dan di
beberapa perundang-undangan, tetapi
esensi pidana mati itu sendiri kian
menjadi koniroversial dengan adanya
TAP MPR Nomor X VI/MPR/1998
tentang Hak Asasi Manusia dan
setelah UUD 1945 mengalami aman-
demen kedua pada tahun 2000, Pasal
28 A dan J B

Pada dasarnya pemidanaan
yang dijatuhkan tidaklah terlepas dari
latar belakang filosofi yang melahirkan
teori-teori tujuan pemidanaan. Teori
tujuan pemidanaan yang populer dan
masih dianut oleh masyarakat adalah
"teori pembalasan" atau "Vergeldings
theoricen", seperti yang terungkap
dalam media massa seringnya
keluarga korban kejahatan yang
mengharapkan agar pelaku dihukum
seberai-beratnya "setimpal" dengan
kejahatan yang dilakukan.

Tujuan pemidanaan menurut

teori pembalasan secara esteuka
terpidana ‘harus menerima pende-
ritaan seimbang dengan l\orbannya
hal-itu'sesuai dengan paham "Qaza
peccaium est!" yang artinya karena
orang berbuiat ke jahatan, hal itu cen-
derung untuk memuaskan p}hak—pmak
tertentu. Betapa bahayanya apabila
aparat penegak hukum, terutarma
hakim dalam meniutuskan hukuman
diiatarbelakangl paham tersebut.

_ ‘Tujuan pcm1danaan yang Iam
adalah menurut "teor tujuan” atau
"Doel theoricen" dimana tL_] uan
penndzmaan bukan "Qu;a peccatum
est” teLapl lebik men mkbexaik an pacia
"Ne peccetur” yang ariin ya supaya
orang jangan berbuat keja 1atan, 336;
tuiuan pemldanaan adalah sebagaz
bentuk mendidik terpidana untuk
memperbaiki dirt dalam pergaulan
hidup, disamping bertujuan sebagaj
prevensi masyarakat agar mentaati
danmenjaga tata tertib hukum.

Dari kedua teori tujuan pemi-
danaan tersebut yang masing-masing
mengandung kelemahan dan kebe-
narannya, timbullah teori yang
menggabungkan kedua teori tersebut
yaitu " Vereenigings theorie” yang
mencoba menyatukan dua pandangan
teori tersebut bahwa tujuan hukuman
semestinya dimaksudkan baik sebagai
"Quia peccatum est” maupun "Ne
peccetur"




_ Sehubungan denwan filosofi
'tujuan pemidanaan ada. ba:knya

dnngatkan butir-butir prinsip bim-
bmgan dan pembmaan Lembaga-

' :Pemasvaralcatan (LP) yang ma31h

‘berkaitan dengan tujuan penndanaan ;

dIrumuskan dalam Leputusan

R konfren51 dmas ‘para pimpinan LP. -
 tanggal 27 April 1964 di Lembang-
Bandung, antara iam terdapat butir
yang. berbuny1 “Omng yangi-

tersesat karus dmyomz dengan
Izzdup sebagal warga yang bmk.
dan berguna dalam masya~
rakat i “Penjatuhan pidana
adalak bukan tmdakan ba!as
deizdam dart negara.”; dan
“Nampldana ttu hanya dyatukt
pidana, Iulang kemerdekaan {

- Butir-butir prinsip LP tersebut
patut menjadi perhatian bagi hakim
dalam- memutuskan vonis peml-
danaan, ' )

- 'Pidana mati apabila bertujuan
sebagai pembalasan maupunpembe-
lajaran bagi masyarakat agar masya-
rakat menjadi jera ‘untuk tidak
mengulangi atau meniru tindakan
yang melanggar hukwum, ternyata
maksud tujuan itu tidaklah tercapai
seperti yang diharapkan, karena pada
kenyataannya kasus tindak pidana
Pembunuhan dan atau kejahatan
Narkoba yang telah banyak dijatuhi

hukuman mati, tidak membuat kasus'_-
kej ahatan tersebut men_; adx berkurang,
bahkan menmgkat

Dalam kasus narkota mesklpun

: belum pemah dl!akukan riset scbrapa

jauh pemngkatan kasus Narkoba:

" tersebut secara konkr:t namun dan

-kenyataan adanya penmgkatan
‘tersebut tidak dapat diingkari, baik

dalam kuaiitas maupun kuantitas, dari
pengguna dan pengedar, kini telah
meningkat dengan ditemukan adanya
produsen narkoba -di Indonesia,
bahkan dari 212 narapidana:dan
tahanan perempuan di LP Tangerang
sekitar 60 persen terkait kasus
narkoba dan 6 diantaranya terpidana
mati.. i

~ Dalam kasus tindak pidana
narkoba yang dipandang sebagai
kejahatan yang paling serius dan dapat
menjadi alat subversi bahkan akibat
yang ditimbulkan dapat meng-
hancurkan anak bangsa, bukan saja
menjadi masalah nasional bangsa In-
donesia, tetapi sudah menjadi
keprihatian dunia sehingga men-
dorong kerjasama internasional untuk
memerangi kejahatan narkoba
tersebut, yang diwujudkan dalam
"United Nation Convention Against
Hllicit Traffic In Narcotic Drugs and
Psichotropic Substances, 1988".

Sementara upaya penang-




gmancran narl«:oba dinegara-negara
' maju terus dilakukan dengan mening-
katkan pendidikan sejak dini.dan

melakukan kampanye anti narkoba.

seria peny) :hahan tentang bahayanya
Sudah tentu upaya penanggulangan

_ tersebuttldakmengtumgt penmdakan.

hukum secara tegas

Tentancf hukuman matl itu
sendlri__ji_n_an_ura.;t catatan Dr.Hamid
: AW?iludinr, _antara-tahun 1798 dan
EQ.@?Q.-::I;&&H}-:éari-.48-.negara~-{e_iah
mengubur sistem hukuman mati,
namun-di-negara-negara ini sama
sekali tidak menunjukkan adanya
peningkatan.kejahatan dan pem-
bunuhan, sebaliknya di Texas, Geor-
gia dan Louisiana di Amerika Serikat
yang masth mempertahankan hu-
kuman mati justru memiliki angka
‘{cjahaian dan pembunuhan yang
unggi : \
 Adakisah fain yang ditulis oleh
Fishman, dahulu penguasa Inggris
menggantuno mat] pencopet sebagat
penjahat yang disamakan dengan
penjahat-penjahat lainnya, pelak-
sanaan pidaﬁa mati itu dilakukan di
muka i umum dengan disaksikan ribuan
orang, Traozsnya dxtencrah kerumunan
orang banyak itu terjadi beratus-ratus
peristiwa pencopetan, nampaknya
para pencopet tidak menjadi jera
terhadap hukuman mati di depan
matanya yang tengah menimpa pen-
copet di bawah tiang gantungan.

- Sebagai catatan ‘beberapa -

negara maju yang telah mengha-
puskan sistem hukuman mati antara
lain adalah Belanda, Denmark, Ruma-
nia, Jerman, Italia, Porlugal Austrla
Swiss, negara negara Skandmavza
dan riegara-negara di Amerika Latin,

sementara negerl Beianda yang_

kita pada tahun 1870 Juga sud.,ah
menghapuskan hukuman mati, kecuali
dalam Pengadilan Militer, Kerajaan
Inggris.sejak tahun 1957 telah
membatasi pidana mati hanya pada
pembunuhan berencana (Capital
Murders). Dalam pada it terdapat
negara-negara yang sckalipun belum
menghapuskan sama sekali pidana
mati tetapi pelaksanaannya dipersukar
dan jenis-jenis kejahatan yang dapat
dijatuhkan hukuman mati dikurangi dan
lebih dipersempit, tetapi ada juga
sebaliknya terdapat negara yéng
pernah menghapuskan pidana mati
kemudian memberlakukan la gi seperti
Rusia.

Filosofi pidana mati bagi bangsa
Indonesia terkait pada pandangan dan
sikap bangsa Indonesia sebagaimana
dituangkan daiam ketetapan MPR
No. TAP/XVII/MPR/1998 yang me-
nyebutkan bahwa Hak Asasi Manusia
adalah hak dasar yang melekat pada
dirt manusia, sifatnya kodrati dan uni-
versal sebagai karunia Tuhan Yang
Maha Esa dan berfungsi untuk




_elanbsu. ) hldup, keme;-

- dekaan lpeﬁxembancan manusia dan

‘masyarakat, yang tidak-boleh d%—-_'
. .a?salkan, dlramgms atau dwanggu.-
5 gugaf niﬁhjfv.iapa pumn Olehsebab

-~ itudalam TAPMPR tersebut Pasal

1 menugaékan kepada Lembaga- -
f;_lembacra : _mgm Negaradan seluruh
| rp untul\d1berlakukan

.képa.da seiﬁnm masyarakat

Jauh sebelum pandangan dan
---31kap bangsa Indonesia tentang: Hak
“Asasi Manusm d1tetapkan dalam TAP
MPR memberi implikasi hukuman
‘mati tidak selarasdagi untuk diber-
lakukan, sudah banyak para ahli dan
tokoh masyarakat yang kontra
terhadap hiﬂéuman mati diberlakukan
Mahk aimalhum ketxka menjabat
se_baga__l ._Wak;l.?_;_c_s_;den, beliau tidak
setuju hukuman 'mafti dalam segala
bentuk tindak pidana, sekalipun dalam
perkara subversi, alasannya adalah
bahwa yang berhak mencabut nyawa
seseorang adalah Tuhan, dan huku-
‘man’ mati tidak Tagi sesuai dengan
perkembangan jaman. Prof. Sudarto
menyatakan bahwa manusia tak
berhak mencabut nyawa orang lain
dan tidak benar hukuman mati dapat
-menakut-nakuti -agar orang tidak
berbuat jzhat. ‘Sementara almarhum
Yap Thiam Hien, SH menyatakan
kegembiraannya jika hukuman mati

_ _ldxkeluai kan dam semua pemndang-
'undangan karena hukuman mati tidak
Tain: adalah pembunuhan yano di-

legalxssr -Di samping para: tokoh'

iersebut: dmtas masih ter danat para”

toI\oh dan 1lmuwan yang ‘berpan-
dangan ‘bahwa secara filosofis
hukuman mati sudah tidak sepatutnya :

] 'engan pendekatan ﬁlosoﬁs -

' konstltusmnal tersebut diatas maka'

seluruh produk perundangmndangan'
yvang ada maupun yang akan dibuat,
seharusnya tidak boleh bertentan can
dengan jiwa, pandangan dan sikap
bangsa, oleh karena pandangan dan
sikap bangsa Indonesia tersebut
merupakan jiwa dari staatsfunda-
mentalnorm Pancasila. Perundang-
undangan yang lahir dari sendi-sendi
hukum yang baik sesuai dengan jiwa,
pandangan dan sikap bangsa tersebut
akan melahirkan hukum yang baik,

sepem apa yano dikatakan oleh Prof
Mogchtar Kusumaatmadja bahwa
hukum yang baik adalah hukum yang
mencerminkan nilai-nilai yang hidup
dalam masyarakat. Sementara Frie-
dr;ch Carel Von Savigny menaatakan
bahwa hukum tidaklah dibuat
melamkan ada dan tumbuh bersama

rakyat

ijauan Leuaiastak KBHStltu—
sional

UUD 1945 sebagai hukum dasal




: tertmggl merupakan perwujudan: dari
- jiwa, pandangan dan sikap bangsa
Indonesia, maka Pasal 28 A-Aman-
% demen’ kedua yang menyebutkan
- "Setiap: elang ‘berhal untuk’ h:dup
+serta berhak mempertahankan ‘hidup
~dan kehldupannya" merupakan Jiwa
dari sz‘aazsfundamem‘alnorm Panca-
i sﬂa Sekahpun secara eksphs:tpasal
i tersebut tidak nyata- nyata mengha~
puskan ketentuan pidanamati; namun
secara implisit menjamin hak hidup
setiaprorang yang tidak boleh
_dirampas atau diganggu gugat oleh
_siapapun (TAP. MPR No. XVII/
MPR/ 1998) Pasal tersebut. sudah
.sedemxkxan _;eias dan tidak. perlu
Edftafs:rkan iam

Masalah. yang mengundang
kontroversi adalah Pasal 28 7(2) yang
mencantumkan kalimat "pembatasan
yangditetapkan undang-undang" oleh
sementara orang ditafsirkan sebagai
pembatasan hak hidup secara legal
untuk mati, padahal bunyi kalimat
dalam pasal tersebut sedikitpun tidak
tersurat maupun tersirat adanya
‘pencabutan atau penghapusan hak
hidup seseorang, apalagi dengan
memperhatikan pasal diatasnya yaitu
pasal 28 A yang menjamin hak hidup
setiap orang dan hak memper-
tahankan hidup dan kehidupannnya,
maka hak hidup dan mempertahankan
hidup itu tidak boleh sampai membawa
kematian. Selengkapnya pasa] 28 1 (2)

berbunyi “"Dalam men]alankan hak

‘dan. kebebasannya setiap orang
swajib tundulckepada pembaiasan

vang ditetapkan. dengan: Undang

~Undang dengan. maksud semata-
mata untuk. menjamm penaakuan

serta penghormatan atas hak: dan
kebebasan orang lain dan uniuk

'memem{hz tumutan 'yano ad:!

sesuai- dengan pernmbanvan
moral, nilai-pilai agama, keamanan
dan ketertiban Hmunm dalam Suaz‘u
masyarakat demokrafis”

' Apab;la d1ka_;1 Sﬁdlf\ﬂ leb;h tehtl
maksud yang terkandung daiam Pasai
28 J(2) tersebut, adalah lebih dite-
kankan dan ditujukan pada pemba-
tasan menurut undar}g Lindaﬂf’ atau
peraturan-peraturan yang wajib ditaati
dengan maksud untuk menjamin hak
dan kebebasan orang lain dan untuk

amemenuhi tuntutan yang adil sesuat

dengan pertimbangan moral, nilai-nilai
agama, keamanan dan ketertiban
umum dalam masyarakat. Disini tidak
sedﬁutpun terkait apalagi untuk
membenarkan pemidanaan mati.
Bentuk pemidanaan penjara u_ht'_u_k
waktu tertentu sampai pada penjara
seumur hidup sesungguhnya sudah
merupakan "pembatasan yang dite-
tapkan oleh undang-undang”.

Untuk membantu memahami
sebuah peraturan perundang-
undangan pada umumnya sudah
dilengkapi dengan penjelasan atas
peraturan perundang-undangan




- tersebut; Sehingga kalimat -demi
 kalimat yang cukup jelas tidak perlu

. ditafsirkan lagi. Tetapi tidakj arang
“masih. terdapat adanya kalimat-

: kahmat atau substantif dari peraturan

e pemndang—undangan perlu dﬂakmcan

Beberapa metode penafszran
o _-dlounakan untuk membuat  jelas se-

-'___:-ibuah_ _kallmat atau Substans: “per-
_.:undang undangan terutama dalam
~kerangka untuk lebih membuat jelas

paham Lentang pidana mati, dapat
' fd;gunakan beberapa metode penaf—
' siran sebaga1 benkut o

_Taf§ir_men_ur9t Gramatikal

- Tafsir gramatikal adalah metode
tafsir yang paling sederhana untuk
‘mengetahui ‘makna ketentuan UU
menurut bahasa dan susunan kata
yang Iogis dan pengertrannya yang
lazim ‘dianut dalam masyarakat.
Dalam ka:zt_an dengan pa_sal 283(2)
y'én'g rn"é'r'lyébutkan pembatasan“
secara gramatlkai sudah Jelas tidak
'sedlk:tpun terkazt dengan pencabutan
atau penghapusan hidup sescorang.

Tafsir me_nurut _Tele_oiogié/Sosio-
lOng

Mencermatx dengan saksama
apakah UU yang masih berlaku
tersebut, pada kenyataannya sudah
usang atau tidak selaras lagi untuk

diterapkan sesuai dﬁ;ngan'pangiaﬁgén

dan sikap suatu bangsa. Dalam Kaitan
ini Pasal 28 AUUD 1945 daﬁ TAP
MPR No. XVI/MPR/1998 ying

-menyebutkan pandangan dan: s1kap
- bangsa Indonesia mengenai Hak
Asasi Manusia, merupakan tolok ukur
-dari ‘semua. Undang»—Undang yang
“masih, mencantumkan ancaman

pldanamatl menjadi usang dan tldak

-selaras lagl

Tafsir menurut Sistematis ..

- Membentuk dan memberlakukan
sebuah peraturan perundan g-un-
dangan apakah peraturan perundan g-
undangan tersebut sudah selaras dan
tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan lain maupun
yang tingkatannya lebih tinggi. Dalam
penggunaan metode tafsir sistematis
ini, pedoman yang mendasar dan baku
adalah menurut Tata Urutan Per-
aturan Perundang-undangan yang
ditetapkan Tap MPR No.III/MPR/
2000, di mana Tata Urutan Peraturan
Perundang-undangan Repubilk Indo-
nesia tersebut menetapkan UUD
1945 sebagai tata urutan tertinggi,
diikuti dengan Tap MPR; UU; dst.

Tafsir menurut Historis

Metode tafsir historis mem-

pelajari makna sebuah perundang-
undangan menurut sejarah terjadinya,
hal tersebut tidak terlepas dari politik




huﬁmm *etika Ul tersebut dila-
hﬂkan Pohtak}%ukum pldana Be!anda
di: Indopasza sebaga; negeri jaja-
hannya memberlakukan hukuman
mati:dalam: Wptboek van Straﬁ'echt

'OorNederlandsch-mdie Staatblaad
1915-732: yang diberlakukan se;ak 1
Januarl 1918, padahal dinegerinya
send:rl pxdana matl sudah dlhapuskan
sejak tahun 1870, Sementara politik
‘hukum Indonesia menurut Prof, Bagir
Manan adalah: Pertama, Wawasan
Musantara di bidang hukum harus
senantiasa diarahkan kepada Uni-
tikasi hukum. di seluruh bidang
kehidupan bangsa dan rakyat Indone-
sia. Kedua, Setiap gejala atau kepen-
tingan harus diatur dalam UU,
sekalipun ada bagian-bagian yang
dibiarkan diatur sendiri oleh masya-
rakat atau tumbuh melaiui peranan
penegak hukum atau-ilmu penge-
tahuan hukum. Ketiga, Faktor atau
gejala globalisasi, privaiisasi dan lain-
lain dipertemukan dengan paham ke-
Indonesiaan, seperti nilai-nilai Panca-
sila, prinsip kekeluargaan, keadilan
sosial dan sebagainya. Keempat,
Corak hukum atau peraturan per-
undang-undangan Indonesia ber-
dasarkan Pancasila pada masyarakat
industri Indonesia di masa datang,
Kelima, Sistem perorganisasian,
pembinaan hukum nasional yang
dapat menjamin pengaturan kebijak-
sanaan, kesatuan perencanaan,

kesatuan program dan’ sebagamya

Dan Keenam ‘Prinsip dasar penyu—

‘sunan perencanaan dan program

pembinaan hukum nasional terpadu

dengan sektor dan prioritas pemba-—
rngunan lainnya. - S

Esen51 pasa] 28 A & J

amandemen kedua UUD 1945 yang
men_]amm hak hldup set:ap orang
sebagal sumber hukum yang men—_
'dasar merupakan jiwa darl pandangan

dan sakap bangsa Indonesia sebagal-
mana Tap MPRNO XVH/MPR/lQ%
adalah bersumber dari ajaran agama,
nilai moral universal dan nilai luhur
budaya bangsa serta berdasarkan
Pancasila, sehmgga Hak Asasi
Manusia dirumuskan secara substansi
dengan menggunakan pendekatan
normatif, empirik, deskriptif dan
analitik, adalah hak dasar yang
melekat pada diri manusia, sifatnya
kodrati dan universal sebagai karunia
Tuhan Yang Maha Esa dan berfungsi
untuk menjamin kelangsungan hidup,
kemerdekaan, perkembangan ma-
nusia dan masyarakat yang tidak
boleh diabaikan, dirampas atau
diganggu gugat oleh siapa pun.

Hukuman Alternatif

Apabila dicermati bahwa dalam
setiap ancaman pidana mati disemua
perundang-undangan selalu dican-
tumkan pula ancaman alternatif
berupa pidana seumur hidup atau




.__pxdana selama dua pulub tahun. Hal
ini berarti UU memberi kebebasan
kepada: Hakun untuk menentukan
;:;pemidanaa.n yang sesuai dengan rasa
keadilan, . bahkan ke}(uasaan
Kehakxman yang bebas dan mandiri
. serta tidak boleh dipengaruhi oleh
‘ pxhak m _mpun juga dalam Pasal 27
(1)UU No. 14/1970 tentang Keten-
' "'E‘Luanantentuan Pokek Kekuasaan
' an meneniukan, "Hakim
' sebagax penévak hukum dan keadxian
waj 1b menggali meng:kun dan; mema«
' harm n11a1~nxial hukum yang hldup
R dalam masyarakat Namun untuk
'tzdak menja‘iuhkan putusan pldana
'matl yang didasarkan pada pema-
_haman ﬁiosoﬁs dan berdasarkan
_'ketentucm konsntum hak;m Indonesm
dituntut unmk berani memilih alternatlf
ancaman huku_man lain atau dengan
‘hukuman penjara seumur hidup,
karena pidana penjara seumur hidup
sesungguhnya sudah merupakan
hukuman maksimal yang berarti
'*k_ematian perdata” dan "kematian
atas kebebasan” hidup bagi terpidana,
dalam pada itu terpidana akan dapat
merenungkan segala dosanya serta
menjadi pcmbeiajaran bagi masya-
rakat.. e :

Sementara itu terdapat wacana
yang menyikapi ketentuan pidana mati
dalam RUU KUHP sebagai peng-
ganti KUHP peninggalan kolonial
Belanda yang hingga kini masih

berlaku, bahwa ketentuan pidana matx

sekalipun masih ada diper] ukan klausul

baru yaitu pidana mati bersymat
dimana apabila seorang terp;dana
matl ;yang: permohonan: grasinya
ditolak dan tidak memiliki upaya
hukum lagi, jika dalamsepulih tahun

dia-belum juga dieksekusi-huku-
mannya harus. dxobah secara’ otom

matis
Penutup -

“Dalam menylkapf kontrovel sipro
dan kontra seputar pidana mati yang

han cat di masyarakat dan demni hak

hidup manusia yang dijamin oleh
konstitusi, maka péran aktif masya-
rakat yang terkait dengan kepentingan
maupun masyarakat yang peduli
untuk mengakhiri kontroversi ini,
upaya Judicial Review diperlukan
untuk menguji materi semua undang-
undang terhadap UUD yang masih
mencantumkan ancaman pidana mati,
dan sementara itu eksekusi pidana
mati harus ditunda sampai MA
mengadili dan memutuskan ujimateri
tersebut, karena jika eksekusi mati
sudah dijalankan dan temyata putusan
MA memutuskan bahwa pemidanaan
mati pada semua perundang-un-
dangan bertentangan dengan UUD
danmenyatakan tidak sah dan dicabut,
maka hak hidup terpidana tidak dapat
dikembalikan karena terlanjur sudah
mati. Dalam kerangka ini diingatkan




C‘;‘;"'
_.

_ kepasﬁan hukum sangat diperlukan,
: 'f'f “hal mana dapat dilakukan berdasarkan
ai mati ?emyaia dlbuktzkan___
ahwa yﬂnﬂ bersan gkutan tidak ber-
saé}'a 1. Sekalipun dirchabilitasi, apaar-
*é:my:i kala,,x nyawa sudah meiayang‘? _

. Langkah MA melakukan Judicial
Rey;f:w tersebut untuk mendapatkan

pada_ pasal III _Atulan Peralihan

_ UUD1945 yang memberikan kewe-

nangan kepada MA untuk melaku-
kannya sementara Mahkamah Kons-
titusi baru akan dibentuk selambat-
lambatnya tanggal 17 Agustus 2003,
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